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ABSTRAK 

 Judicial activism adalah filosofi pembuatan putusan peradilan, dimana para 

hakim dituntut secara aktif menggunakan wewenangnya untuk mendasarkan 

pertimbangan-pertimbangan putusannya pada arah kebijakan publik yang sedang 

berkembang. Apabila untuk menyelesaikan sengketa dirasakan bahwa Hakim harus 

berperan aktif menggunakan suatu aturan baru atau mengubah suatu aturan yang lama, 

maka disitulah Hakim menciptakan hukum ( Judge made law ). Judicial Activism 

makin dibutuhkan eksistensinya ketika berhadapan dengan perkara pidana yang 

berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengkaji, dan 

menganalisis mengenai apa saja faktor-faktor yang mendasari Hakim dalam 

menerapkan praktek Judicial Activism dalam perkara pidana demi menjamin tegaknya 

Hak Asasi Manusia, kemudian hambatan-hambatan apa yang dihadapi, serta solusi 

yang dihadirkan.   

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan 

spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer, 

yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang kemudian dianalisis secara kulitatif 

menggunakan Teori Hukum Progresif dan Teori Kebebasan Hakim dan Penemuan 

Hukum (Rechstvinding). 

Hasil penelitian ini adalah : (1). Putusan Hakim yang menerapkan Judicial 

Activism dalam perkara pidana setidaknya mempertimbangkan beberapa faktor, 

diantaranya perkembangan hukum selalu mengikuti masyarakat yang bergerak secara 

cepat, selain itu Undang-Undang ataupun peraturan lainnya tidak selalu lengkap untuk 

memecahkan suatu kasus hukum secara kongkrit, dan juga juga beberapa faktor 

lainnya. (2). Hambatan yang muncul dalam praktek Judicial Activism dalam perkara 

pidana dibagi menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal yang bersumber dari 

personalitas dan emosionalitas hakim itu sendiri, kemudian faktor eksternal yang 

berkaitan dengan sistem hukum sebuah negara. (3). Solusi yang dihadirkan adalah 

mendorong agar hakim menggunakan wewenangnya sebagaimana dijamin oleh 

Undang-Undang kekuasaan kehakiman untuk melakukan rechtsvinding dan tidak 

sekedar melakukan penerapan hukum (rechtoepassing). Hakim juga harus 

memposisikan diri sebagai quasi-legislative yang membuat sebuah diskresi hukum. 
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